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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 130/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN,
PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyempurnakan mekanisme pelaksanaan pembayaran subsidi jenis bahan bakar
minyak tertentu untuk minyak solar (gas oil), perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap ketentuan
dalam Permenkeu Rl 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu Rl 216/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Permenkeu Rl 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No0.4916), PP 45
Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018
(LN Tahun 2018 No.229, TLN No0.6267), Perpres 191 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.399) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 69 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.169), Perpres Rl 57
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu Rl 130/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No.1033)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 216/PMK.02/2020 (BN Tahun
2020 No.1604), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu antara yang telah dibayar
kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kekurangan
pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha sepanjang telah dianggarkan dalam APBN
dan/atau APBN Perubahan. Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan BBM
Jenis Minyak Tanah (Kerosene) oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada
Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selisih
kurang pembayaran PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah (Kerosene) oleh Badan Usaha
kepada Pemerintah dibayarkan oleh KPA kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan sepanjang telah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. Dalam hal
dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun
berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan
tahun anggaran berikutnya. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi.
Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melalui penunjukan langsung kepada
Badan Usaha dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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